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ABSTRAK 

 

Afaf fayadah.1520010.2025. Penerapan Prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan 

yang Baik Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di 

Kabupaten Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Pembimbing: Syarifa Khasna, M.Si. 

Semua tanah di Indonesia harus didaftarkan untuk memastikan kepastian 

hukum. Program pendaftaran tanah melalui PTSL penting untuk melindungi hak 

masyarakat dan mendukung perekonomian. Badan Pertanahan Nasional dan 

pemerintah daerah memiliki peran penting dalam program ini. Di Desa 

Klunjukan, pemohon diminta membayar Rp. 600. 000 untuk biaya balik nama 

atau hibah sertipikat tanpa informasi sebelumnya. Biaya ini melanggar peraturan 

yang memperbolehkan maksimal Rp. 150. 000 per bidang tanah. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, data yang 

diperoleh lebih dititik beratkan kepada data primer yang langsung dari 

masyarakat. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 

dengan wawancara dan dokumentasi. 

Penelitian menunjukkan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) di Pekalongan mengalami masalah dalam penerapan asas kepastian 

hukum dan transparansi. Banyak peserta tidak memahami aturan dan 

mengeluhkan biaya tambahan yang tidak diinformasikan, kualitas pelayanan juga 

dipertanyakan sehingga perlu peningkatan dalam penerapan asas tidak 

menyalahgunakan kewenangan dan pelayanan yang baik. Meskipun kemajuan 

tercatat dengan banyak tanah tersertifikasi, tantangan seperti kurangnya sumber 

daya manusia dan kesadaran masyarakat menghambat penerapan prinsip-prinsip 

pemerintahan yang baik. Kantor pertanahan Kabupaten Pekalongan perlu 

meningkatkan pelayanan yang baik, keterbukaan, serta kepastian hukum. Panitia 

PTSL harus terdiri dari orang-orang yang kompeten, atau mereka perlu dilatih 

untuk meningkatkan skill mereka. Masyarakat juga harus lebih peduli dan sadar 

akan pentingnya memiliki sertifikat hak atas tanah untuk keamanan dan 

menghindari sengketa kepemilikan. 

 

Kata kunci: Pemerintahan yang Baik, PTSL, Kendala Pelaksanaan 

  



 

ix 

 

ABSTRACT 

 

Afaf fayadah.1520010.2025. Application of General Principles of Good 

Governance to the Implementation of Complete Systematic Land Registration in 

Pekalongan Regency. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of 

Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. 

Supervisor: Syarifa Khasna, M.Si. 

 

All land in Indonesia must be registered to ensure legal certainty. The land 

registration program through PTSL is important to protect the rights of the 

community and support the economy. The National Land Agency and local 

governments have an important role in this program. In Klunjukan Village, 

applicants were asked to pay Rp. 600,000 for the cost of transferring the name or 

granting a certificate without prior information. This fee violates regulations that 

allow a maximum of Rp. 150,000 per land plot.  

The research method used is empirical juridical, the data obtained is more 

focused on primary data directly from the community. with a qualitative 

descriptive approach. Data collection techniques with interviews and 

documentation. 

The research shows that the Complete Systematic Land Registration (PTSL) in 

Pekalongan has problems in the application of the principles of legal certainty 

and transparency. Many participants do not understand the rules and complain 

about additional costs that are not informed, the quality of service is also 

questioned so that improvements are needed in the application of the principle of 

not abusing authority and good service. Although progress is recorded with many 

certified lands, challenges such as lack of human resources and public awareness 

hinder the application of the principles of good governance. The Pekalongan 

Regency land office needs to improve good service, openness, and legal certainty. 

The PTSL committee must consist of competent people, or they need to be trained 

to improve their skills. The community must also be more concerned and aware of 

the importance of having a certificate of land rights for security and avoiding 

ownership disputes. 

Keywords: Good Governance, PTSL, Implementation Constraints 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang pokok dalam pengelolaan 

pertanahan. Tanah merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat selain 

sandang dan pangan, dimana aspek kepastian hukum hak atas tanah menjadi hal 

yang sangat penting kedudukannya bagi para pemilik tanah dalam menunjang 

keberlangsungan hidup. Dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas 

tanah dan untuk memenuhi amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, semua bidang tanah yang 

berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus 

didaftarkan. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh Indonesia 

hingga tahun 2025, pemerintah telah mengembangkan skema untuk 

mempercepat proses pendaftaran tanah.1  

Pemerintah menargetkan 126 juta bidang tanah yang telah bersertipikat 

pada tahun 2025. Pada pertengahan tahun 2023, terdapat 104,7 juta bidang tanah 

yang sudah bersertipikat dan memiliki hak atas tanah. Menteri Pertanian dan 

Tata Kelola ATR/BPN yakin akan mencapai Targetnya adalah 120 juta hektar 

tanah yang bersertifikat pada tahun 2024 melalui program ini.2 Untuk 

 
1 Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Presiden Jokowi Teken Inpres Percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-inpres-percepatan-

pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap, diakses 22 September 2023 
2 Aisyah Sekar Ayu Maharani, "Capaian PTSL hingga Pertengahan 2023 sentuh 104,7 juta 

Bidang," https://www.kompas.com/properti/read/2023/07/23/123946021/capaian-ptsl-hingga-

pertengahan-2023-sentuh-1047-juta-bidang, diakses 28 Desember 2023 

https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-inpres-percepatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap
https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-inpres-percepatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap
https://www.kompas.com/properti/read/2023/07/23/123946021/capaian-ptsl-hingga-pertengahan-2023-sentuh-1047-juta-bidang
https://www.kompas.com/properti/read/2023/07/23/123946021/capaian-ptsl-hingga-pertengahan-2023-sentuh-1047-juta-bidang
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mewujudkannya hal tersebut harus dilakukan dengan koordinasi dan kerja sama 

yang baik antar penyelenggara pemerintah. 

Gambar 1.1 Capaian Program PTSL  

 

Sumber:Kompas.com 

Se icara beirsamaan, bidang tanah yang be iluim beirse irtipikat didaftarkan 

meilaluii program Pe indaftaran Tanah Siste imatis Leingkap (PTSL). Pe ilaksanaan 

program ini didasarkan pada reincana keirja jangka panjang dan tahuinan uintuik 

de isa ataui ke icamatan. Dalam rangka me imbanguin keite irtiban administratif di 

bidang peirtanahan dan meinjamin keipastian huikuim dan hak atas tanah milik 

masyarakat, PTSL dilaksanakan se isuiai de ingan peidoman yang diteitapkan oleih 

Me inteiri ATR/BPN.3 Meilaluii PTSL, peimeigang hak atas tanah dapat meimpe iroleih 

se irtipikat yang meimbuiktikan keipe imilikan me ireika atas tanah teirse ibuit, se ihingga 

be irkontribuisi pada teirwuijuidnya pe imeirataan peimbanguinan di Indoneisia. 

 
3 Ahmad Ramdani Chairi, Aris Munandar, Djumardin, "Pendaftaran Hak Atas Tanah Pada 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," Jurnal, E-ISSN: Nomor 2303-0569 (2022) : 

1740-1756. 

5,4

9,3
11,2

7,1
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Pe imeirintah meimastikan bahwa meire ika yang meineirima seirtipikat teipat 

sasaran dan dapat meimuilai peirbaikan kuialitas hiduip yang le ibih baik.4 Kare ina 

disinilah peintingnya peindaftaran tanah meilaluii progam PTSL, yang dapat 

meinjamin dan meinjaga hak tanah masyarakat seicara adil dan meirata, seirta 

meindorong pe irtuimbuihan eikonomi yang meinjadi seibagian dari tuigas dan 

tangguing jawab Ne igara.  

 Dalam hal ini Badan Peirtanahan Nasional (BPN) dan Pe imeirintah Daeirah 

meimiliki peiran yang sangat peinting dan haruis meimiliki komitmein yang kuiat 

dalam meiwuijuidkan tuijuian dari peilaksanaan keibijakan PTSL agar hak atas tanah 

masyarakat bisa teirjamin keipastian huikuimnya.5 Oleih kareina itui, preiside in hingga 

otoritas desa adalah bagian dari aparatur pemerintahan yang memiliki peran 

penting dalam kehidupan masyarakat dan mengharuskan mereka untuk bekerja 

sama dengan baik dalam melaksanakan program PTSL. 

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Peirtanahan Nasional Nomor 6 Tahuin 2018 yang 

meingatuir peilaksanaan keigiatan PTSL, meincakuip se imuia bidang tanah di seiluiruih 

wilayah Reipuiblik Indoneisia. Tuijuian dari pe iratuiran ini adalah uintuik meimbe irikan 

ke ipastian huikuim dan peirlinduingan huikuim hak atas tanah masyarakat deingan 

cara yang muidah dan ceipat, lancar, aman, adil, meirata, teirbuika dan akuintabeil 

dalam rangka meiningkatkan keise ijahteiraan dan keimakmuiran masyarakat se irta 

pe ireikonomian bangsa, seirta meinguirangi dan meimbantui meinceigah seingke ita dan 

konflik peirtanahan. Hal ini seijalan deingan fuingsi asas-asas uimuim pe imeirintahan 

 
4 Yusnita Rachma, “Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pangandaran,” Moderat 5, November (2019) : 11  
5 Resti Riyani, "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya," Jurnal Administrasi Publik, 

https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika  

https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika
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yang baik seibagai peidoman ataui instruiksi bagi peijabat administrasi neigara ataui 

pe imeirintah dalam meilaksanakan tata keilola peime irintahan yang baik.6   

Pe ijabat peimeirintah meimiliki norma huiku im tidak teirtuilis yang dikeinal 

se ibagai prinsip asas-asas uimuim pe imeirintahan yang baik (AAUiPB), yang haruis 

meire ika patuihi saat meilakuikan tuigas dan fuingsinya seilain meinaati peiratuiran 

pe iruindang-uindangan. Seijalan deingan pandangan Philipuis M.Hadjon, bahwa 

AAUiPB pe irlui dilihat seibagai norma-norma huikuim tidak teirtuilis yang haruis 

se ilalui diikuiti oleih pe imeirintah seitiap saat.7 Be irdasarkan fakta kondisi masyarakat 

teirkait peilaksanaan PTSL masih banyak diteimuii keijadian yang beirjalan tidak 

se isuiai atuirannya yang meinyeibabkan beirbagai kasuis baik itui seingke ita 

ke ipeimilikan akta tanah ganda, muincuilnya puingli mauipuin konflik 

be irkeipanjangan yang meinye ibabkan dampak buiruik bagi masyarakat. Dalam 

ke iteintuian Pasal 10 ayat (2) Peiratuiran Buipati Peikalongan Nomor 10 Tahuin 2021 

teintang Pe ituinjuik Te iknis Pe imbiayaan Peirsiapan Peindaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap di Kabupaten Pekalongan, mekanisme yang dilakukan untuk mentukan 

biaya dilaksanakan melalui musyawarah yang dilakukan oleh Kepala 

Desa/Lurah dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan(BPD/LPMK), masyarakat pemohon dan 

panitia pelaksana PTSL serta dicantumkan dalam Berita Acara Musyawarah 

Desa.    

 
6  Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, Administrative 

Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3, August (2019) : 546. 
7 Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”, Surabaya : Bina Ilmu. 

Meskipun secara normatif terdapat delapan asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan, namun dalam penelitian ini hanya akan difokuskan pada empat asas, yaitu 

asas kepastian hukum, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, dan asas pelayanan 

yang baik. Penjelasan lebih lanjut ada di bab 2. 
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Namun demikian, dari hasil wawancara awal dengan AR, salah satu 

Pemohon PTSL pada tahap pra-penelitian, ditemukan bahwa di Desa Klunjukan, 

Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, terdapat dugaan pungutan tambahan 

kepada pemohon program PTSL sebesar Rp600.000,00 dengan alasan sebagai 

biaya balik nama atau hibah sertipikat. Informasi mengenai biaya tambahan 

tersebut tidak pernah disampaikan sebelumnya dalam forum musyawarah atau 

sosialisasi desa, dan bahkan tidak diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD).8 Praktik ini secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan 

asas keterbukaan, karena tidak adanya kejelasan regulasi serta tidak 

transparannya proses penarikan biaya kepada masyarakat. Lebih lanjut, 

pungutan melebihi ketentuan tersebut juga tidak sesuai dengan asas tidak 

menyalahgunakan wewenang, serta melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) 

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa: 

“Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan 

percepatan PTSL paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu 

rupiah) per bidang tanah yang dimohonkan.” De ingan adanya peirmasalahan 

teirse ibuit, para peijabat peimeirintah yang be irtangguing jawab uintu ik meine irapkan 

ke ibijakan PTSL haruis me imatuihi peiratuiran peiru indang-uindangan yang beirlakui 

se irta peinjiwaan AUiPB dalam dirinya. Hal ini dilakuikan uintuik me inceigah 

tindakan yang dapat meilanggar huikuim dan meiruisak reipuitasi bangsa seirta uintuik 

meinjamin tata keilola peimeirintahan yang baik (Good Goveirnance i).  

 
8 AR, Pemohon PTSL, Diwawancarai oleh Afaf Fayadah,.25 Oktober, 2025 
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Pe ine ilitian ini beirfokuis pada pe ine irapan asas-asas uimuim pe ime irintahan 

yang baik teirhadap peilaksanaan peindaftaran tanah sisteimatis leingkap di 

Kabuipatein Pe ikalongan. Peine ilitian ini sangat peinting dilakuikan kareina meinindak 

lanjuiti amanah Uindang-uindang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria uintuik meiwuijuidkan neigara keise ijahteiraan, uintuik itui dalam 

meinjalankannya haruis me impeirhatikan pe iratuiran Pe iruindang-uindangan yang 

be irlakui de ingan meine irapkan asas-asas uimuim peime irintahan yang baik.   

Be irdasarkan uiraian di atas, maka peine iliti be irkeiinginan uintuik me imbahas 

suiatui peine ilitian deingan juidu il “Penerapan Prinsip Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kab. Pekalongan.” 

B. Rumusan Masalah 

Be irdasarkan latar beilakang masalah yang teilah peinuilis keimuikakan, ada 

pe irmasalahan yang akan dibahas dalam peine ilitian ini, yaitui :   

1. Bagaimana peineirapan prinsip asas-asas uimuim peime irintahan yang baik 

dalam peilaksanaan peindaftaran tanah siste imatis leingkap di Kabuipatein 

Pe ikalongan ?  

2. Bagaimana keselarasan antara prinsip asas-asas uimuim peime irintahan yang 

baik dengan peilaksanaan peindaftaran tanah sisteimatis leingkap di Kabuipatein 

Pe ikalongan ?  
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C. Tujuan Penelitian  

Be irdasarkan ruimuisan masalah di atas, maka tuijuian yang heindak dicapai 

dalam peine ilitian ini adalah:   

1. Uintuik me inganalisis pe ineirapan prinsip asas-asas uimuim pe imeirintahan yang 

baik dalam peilaksanaan peindaftaran tanah siste imatis leingkap di Kabuipatein 

Pe ikalongan. 

2. Uintuik meinganalisis keselarasan antara prinsip asas-asas uimuim 

pe imeirintahan yang baik dengan peilaksanaan peindaftaran tanah sisteimatis 

leingkap di Kabuipatein Pe ikalongan. 

 

D. Kegunaan Penelitian  

Ke iguinaan peine ilitian ini se ibagai nilai peinting ataui manfaat dari seibuiah 

pe ineilitian. Ada beibe irapa manfaat yang dapat diambil dalam peine ilitian ini, baik 

ditinjaui dari teioritis mauipuin praktis, antaralain: 

1. Ke iguinaan teioritis, antaralain: 

a. Uintuik meinambah wawasan keiilmuian yang barui teintang asas-asas uimuim 

pe imeirintahan yang baik dalam peilaksanaan peindaftaran tanah sisteimatis 

leingkap be irdasarkan tuijuian yang teirmuiat dalam peiratuiran pe iruindang-

uindangan. 

b. Uintuik me inambah peingeitahuian te intang keselarasan antara prinsip asas-

asas uimuim peimeirintahan yang baik dengan peilaksanaan peindaftaran 

tanah sisteimatis leingkap. 

2. Ke iguinaan praktis, antaralain: 
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a. Dapat dijadikan reikomeindasi keipada peimbuiat keibijakan agar leibih teiliti 

dan meimpe irhatikan prinsip asas-asas uimuim peime irintahan yang baik 

dalam peilaksanaan peindaftaran tanah sisteimatis leingkap.  

b. Dapat meimbeirikan peinge itahuian dan peimahaman bagi masyarakat teirkait 

pe ineirapan asas-asas uimuim peime irintahan yang baik dalam program 

pe indaftaran tanah sisteimatis leingkap. 

E. Kerangka Teoritik 

Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) 

Dalam keiteintuian Pasal 1 angka 17 Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 2014 

teintang Administrasi Peimeirintahan yang me inyatakan bahwa Asas-asas uimuim 

pe imeirintahan yang baik yang seilanjuitnya disingkat AUiPB me iruipakan prinsip 

yang diguinakan seibagai acuian peingguinaan weiwe inang bagi para peijabat 

pe imeirintahan dalam meinge ilu iarkan keipuituisan dan ataui tindakan dalam 

pe inyeile inggaraan peimeirintahan.  

Ruiang lingkuip AUiPB dise ibuitkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 

Administrasi Pemerintahan yang teirdiri dari deilapan asas meilipuiti:  

a) Asas Ke ipastian Huikuim “asas yang me inguitamakan landasan keite intuian 

pe iratuiran pe iruindang-uindangan, ke ipatuitan, ke iajeigan dan ke iadilan dalam 

se itiap keibijakan peinyeile inggaraan peime irintahan”. 

b) Asas Ke imanfaatan “asas manfaat yang haruis dipeirhatikan seicara seiimbang 

dan adil antara beirbagai keipe intingan". 

c) Asas Ke itidakbeirpihakkan “asas yang me iwajibkan Badan dan/ataui Pe ijabat 

Pe imeirintahan dalam meineitapkan dan/ataui meilakuikan keipu ituisan dan/ataui 
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tindakan deingan me impeirtimbangkan ke ipeintingan para pihak seicara 

ke ise iluiruihan dan tidak diskriminatif”. 

d) Asas Ke ice irmatan “asas yang meinganduing arti bahwa su iatui Ke ipuituisan 

dan/ataui Tindakan haruis didasarkan pada informasi dan dokuime in yang 

leingkap uintuik meinduikuing leigalitas pe ineitapan dan/ataui peilaksanaan 

Ke ipuituisan dan/ataui Tindakan, seihingga Ke ipuituisan dan/ataui Tindakan yang 

be irsangkuitan dipeirsiapkan deingan ceirmat, seibeiluim Ke ipu ituisan dan/ataui 

Tindakan teirse ibuit diteitapkan dan/ataui dilakuikan". 

e) Asas Tidak Me inyalahguinakan Keiwe inangan “asas yang meiwajibkan seitiap 

Badan dan/ataui Pe ijabat Peime irintahan tidak meingguinakan ke iwe inangannya 

uintuik keipe intingan pribadi ataui keipe intingan yang lain dan tidak seisuiai 

de ingan tuijuian peimbeirian keiwe inangan teirse ibuit, tidak meilampauii, 

meinyalahguinakan, dan/ataui tidak meincampuiraduikkan keiwe inangan". 

f) Asas Ke ite irbuikaan “asas yang meilayani masyarakat uintuik meindapatkan 

akse is dan meimpeiroleih informasi yang be inar, juijuir, dan tidak diskriminatif 

dalam peinye ileinggaraan peimeirintahan de ingan teitap meimpeirhatikan 

pe irlinduingan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia neigara". 

g) Asas Ke ipe intingan Uimuim “asas yang meindahuiluikan keise ijahteiraan dan 

ke imanfaatan uimuim deingan cara yang aspiratif, akomodatif, seile iktif dan 

tidak diskriminatif”.  
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h) Asas Pe ilayanan yang Baik “asas yang meimbe irikan peilayanan yang teipat 

waktui, prose iduir dan biaya yang jeilas, seisuiai deingan standar peilayanan, dan 

ke iteintuian peiratuiran peiruindang-uindangan".9 

Dalam meimbeintuik tata administrasi ne igara yang baik, yang meinilai seijauih 

mana keipuituisan ataui peiratuiran peime irintah dapat meinceigah pe inyalahguinaan 

ke ikuiasaan ataui ke ise iwe inang-weinangan dalam meingambil keipuituisan ataui 

meimbuiat peiratuiran yang akan diteirapkan dalam keihiduipan masyarakat, dapat 

dibeintuik deingan meingguinakan prinsip asas-asas uimuim peimeirintahan yang 

baik.10 Hal ini juiga dapat dilihat seibagai dasar, seipe irangkat atuiran yang 

meimbantui pe ijabat administrasi neigara dalam meingawasi tindakan peimeirintah 

uintuik meimastikan bahwa keibijakan administrasi neigara tidak beirdampak neigatif 

bagi masyarakat.   

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

  Pendaftaran tanah sistematik dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa/kelurahan.  

  Proses pelaksanaan PTSL tertuang dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan 

Menteri Agraria/Tata Ruang BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan PTSL, 

 
9 Cekli Setya Pratiwi dkk, “Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik,” 

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), ISBN : 078-070-97057-4-7. hlm. 

78-106. 
10 Eny Kusdarini, Disertasi : "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum 

Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta" (Yogyakarta: 

UII, 2016), hlm. 52. 
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ada beberapa tahapan untuk memastikan penggunaan PTSL yang kompeten, 

berkualitas dan sesuai target. PTSL dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:  

a) Perencanaan kegiatan;  

b) Penetapan lokasi;   

c) Persiapan pelaksanaan;  

d) Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas;  

e) Penyuluhan dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat 

mengenai proses PTSL;  

f) Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;  

g) Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak yang dilakukan dengan 

Pendataan, petugas memeriksa, meneliti data yuridis untuk pembuktian 

status hak kepemilikan tanah;  

h) Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;  

i) Sidang panitia penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;  

j) Pembukuan hak;  

k) Penerbitan sertipikat hak atas tanah;  

l) Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan  

m) Pelaporan.  

  Pelaksanaan program PTSL memiliki tujuan untuk mewujudkan 

pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat 

berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta 

akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan 
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konflik pertanahan. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan untuk 

seluruh objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

F. Penelitian yang Relevan  

Ada be ibeirapa peine ilitian yang reileivan de ingan peine ilitian yang akan 

diangkat peinuilis diantaranya:  

No Judul Hasil Penelian Metode Persamaan / 

Perbedaan 

1. Asas-Asas 

Uimuim 

Pe imeirintahan 

Yang Baik 

Dalam 

Pe ine irbitan 

Se irtipikat 

Tanah.11 

Asas-asas uimuim 

pe imeirintahan yang baik 

teilah se isuiai de ingan asas-

asas pe indaftaran tanah. 

Namuin dalam 

ke inyataannya 

pe ilaksanaan peime irintah 

dalam hal ini BPN yang 

meine irbitkan seirtifikat 

hak atas tanah kuirang 

meimpe irhatikan asas-asas 

uimuim peimeirintahan yang 

baik mauipuin asas-asas 

pe indaftaran tanah, 

se ihingga hal teirse ibuitlah 

yang meinyeibabkan 

se ingke ita peirtanahan antar 

masyarakat atauipuin 

de ingan peijabat tata uisaha 

ne igara, dan uintuik 

meinye ileisaikan se ingkeita 

pe irtanahan dapat 

diteimpuih deingan 3 jalan 

meilaluii meidiasi, 

pe inyeile isaian seingkeita 

oleih Ke ipala Kantor 

Badan Peirtanahan 

Nasional, seirta deingan 

uipaya meingajuikan 

guigatan pada peiradilan 

Tata Uisaha Neigara. 

Pe inde ikatan 

pe iruindang-

uindangan, 

konse iptuial, dan 

pe indeikatan kasuis. 

Pe irsamaannya 

adalah suibje ik 

yang diteiliti 

sama-sama 

asas-asas uimuim 

pe imeirintahan 

yang baik, 

Pe irbe idaannya 

ada pada Fokuis 

pe ineilitiannya  

teirkait asas-asas 

pe indaftaran 

tanah yang 

diguinakan BPN 

se isuiai deingan 

Asas-asas 

u imuim 

pe imeirintahan 

yang baik, dan 

Uipaya huikuim 

teirhadap 

ke ilalaian BPN 

meine irapkan 

taat Asas 

pe ineirbitan 

se irtifikat tanah, 

se idangkan pada 

pe ineilitian ini 

fokuis 

pe ineilitiannya 

adalah 

pe ineirapan 

prinsip asas-

asas uimuim 

 
11 Ridho Ivan Darmawan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penerbitan 

Sertipikat Tanah”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember, (2019).  
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pe imeirintahan 

yang baik 

dalam 

ke ibijakan 

pe indaftaran 

tanah sisteimatis 

leingkap di 

Kabuipatein 

Pe ikalongan. 

2. Impleimeintasi 

Program 

Pe indaftaran 

Tanah 

Siste imatis 

Leingkap 

Dalam Rangka 

Me imbeirikan 

Ke ipastian 

Huikuim Hak 

Atas Tanah Di 

Kabuipatein 

Flore is Timuir 

Provinsi Nuisa 

Teinggara 

Timuir.12 

Impleimeintasi program 

PTSL dalam rangka 

meimbe irikan keipastian 

huikuim hak atas tanah di 

Kabuipatein Flore is Timuir 

masih meineimuikan 

be irbagai hambatan 

se ipe irti tingkat peindidikan 

masyarakat yang masih 

re indah, beiluim 

teirpasangnya tanda batas 

tanah, peimilik tanah yang 

tidak beirada di teimpat 

pe ilaksanaan PTSL, 

ke itidakmampuian 

pe imohon uintuik 

meile ingkapi peirsyaratan 

administrasi dan keiadaan 

ge iografis Kabuipatein 

Flore is Timuir. Hal-hal 

teirse ibuit yang 

meinghambat 

pe ingimpleime intasian 

ke ibijakan PTSL di 

wilayah Kabuipatein 

Flore is Timuir. 

meitode i kuialitatif 

de iskriptif deingan 

pe indeikatan 

induiktif. 

Pe irsamaan 

pe ineilitian 

se ibe iluimnya 

de ingan 

pe ineilitian ini 

adalah Objeik 

yang diteiliti 

adalah program 

ke ibijakan 

pe indaftaran 

tanah sisteimatis 

leingkap.  

 

Se idangkan 

pe irbeidaan 

pe ineilitian 

se ibe iluimnya 

de ingan 

pe ineilitian ini 

adalah Suibje ik 

dalam 

pe ineilitian 

se ibe iluimnya 

adalah 

impleimeintasi 

program 

pe indaftaran 

tanah sisteimatis 

leingkap se irta 

hambatan-

hambatan yang 

dialami dalam 

impleimeintasi 

ke ibijakan. 

se idangkan 

 
12 Yohana Ferina Suswati Harut Koten, "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Flores Timur 

Provinsi Nusa Tenggara Timur", Skripsi Program Studi Studi Kebijakan Publik, Institut Pemerintahan 

Dalam Negeri, (2023). 
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dalam 

pe ineilitian ini 

yang meinjadi 

suibje iknya 

adalah 

pe ineirapan 

prinsip asas-

asas uimuim 

pe imeirintahan 

yang baik 

dalam program 

PTSL se irta 

akibat huikuim 

tidak 

diteirapkannya 

prinsip asas-

asas uimuim 

pe imeirintahan 

yang baik 

dalam 

pe ilaksanaan 

PTSL. 

3. AAUiPB Dan 

Dinamika 

Pe ilayanan 

Pe irizinan 

Pe irse ituijuian 

Banguinan 

Ge iduing.13 

Pe ilaksanaan layanan 

pe irizinan teirkait eirat 

de ingan AAUiPB kare ina 

pe irizinan adalah salah 

satui beintuik tindakan 

huikuim peime irintah. 

Pe ilaksanaan layanan 

pe irizinan PBG di daeirah 

be iruibah se iiring deingan 

pe iruibahan IMB meinjadi 

PBG, dan pe ime irintah 

daeirah meine irbitkan 

Ke ipuituisan peilaksanaan 

pe irizinan PBG me ilaluii 

Ke ipuituisan Buipati, namuin 

teirdapat peime irintah 

daeirah yang ceinde iruing 

meinuinggui ke ibijakan 

leibih lanjuit dari 

pe imeirintah puisat, 

se ihingga meinyeibabkan 

be ibeirapa layanan 

pe irizinan PBG tidak 

Me itodei 

pe indeikatan 

yuiridis normatif 

(statuie i appoarch), 

dan meingguinakan 

meitode i 

wawancara. 

pe irsamaannya 

ada pada suibje ik 

pe ineilitian yaitui 

Ke ibijakan 

AAUiPB dan 

pe irbeidaannya 

itui te irdapat 

pada objeik nya 

dalam 

pe ineilitian 

se ibe iluimnya 

teirkait peirizinan 

baguinan 

Ge iduing 

se idangkan 

dalam 

pe ineilitian 

ke ibijakan 

AAUiPB dalam 

pe ilaksanaan 

program PTSL 

 
13 Zayanti Mandasari, "Aaupb Dan Dinamika Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan 

Gedung”, Jurnal APHTN-HAN, ISSN (Online):2828-8378, (2023).  
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dapat dilaksanakan, 

bahkan diteimuikan satui 

pe imeirintah daeirah yang 

sama seikali beiluim 

meilakuikan tindak lanjuit 

teirhadap peiruibahan 

ke iteintuian 

pe inyeile inggaraan 

pe irizinan IMB me injadi 

PBG. Pe ime irintah daeirah 

be iluim se ipe inuihnya 

meimpe irhatikan dan 

meingimpleimeintasikan 

AAUiPB dalam meimbuiat 

ke ibijakan.  

4. Impleimeintasi 

Prinsip Good 

Gove irnancei 

(Tata Keilola 

Pe imeirintahan 

Yang Baik) 

Dalam 

Pe ilaksanaan 

Pe indaftaran 

Tanah 

Siste imatis 

Leingkap 

(PTSL).14 

Ke imeinte irian Agraria dan 

Tata Ruiang/ Badang 

Pe irtanahan Nasional RI, 

se ibagai peinye ileinggara 

pe imeirintahan beiruipaya 

meiwuijuidkan Good 

Gove irnancei teiruitama 

dalam peilaksanaan 

Pe indaftaran Tanah 

Siste imatis Leingkap 

(PTSL). Se ibagaimana 

tuijuian PTSL adalah 

uintuik meinjamin 

ke ipastian huikuim bidang 

tanah dan teirwuijuidnya 

satui tata keilola 

pe imeirintahan yang baik 

dan teirciptanya teirtib 

administrasi peirtanahan. 

Je inis pe ineilitian 

ini adalah yuiridis 

normatif, 

pe ideikatan 

ke ipu istakaan. 

Pe irsamaan 

pe ineilitian 

se ibe iluimnya 

de ingan 

pe ineilitian ini 

adalah objeik 

yang diteiliti 

teirkait 

pe ilaksanaan 

pe indaftaran 

tanah sisteimatis 

leingkap. 

Se idangkan 

pe irbeidaannya 

dari suibje ik, 

dalam 

pe ineilitian 

se ibe iluimnya 

suibje iknya dalah 

impleimeintasi 

prinsip good 

goveirnance i 

dalam 

pe ilaksanaan 

PTSL. 

Se idangkan 

dalam 

pe ineilitian ini 

teirkait 

pe ineirapan 

 
14 Ferdy Nugraha, Khairani, "Implementasi Prinsip Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan 

Yang Baik) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", Unes Law Review, E-

ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 3, (2023). 
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prinsip asas-

asas uimuim 

pe imeirintahan 

yang baik 

dalam 

pe ilaksanaan 

PTSL se irta 

akibat huikuim 

tidak 

diteirapkannya 

prinsip asas-

asas uimuim 

pe imeirintahan 

yang baik 

dalam program 

PTSL.  

5. Pe ine ilitian 

Sosio-Le igal 

Asas-asas 

Uimuim 

Pe imeirintahan 

yang Baik 

(AUiPB) dalam 

Pe irkara Tata 

Uisaha 

Ne igara.15 

Teirdapat leigal gap ataui 

juirang huikuim antara 

ke irangka normatiif 

se ibagaimana diatuir dalam 

UiUi Pe iratuin, ke ibe irlakuian 

huikuim teirkait AUiPB 

dalam peinyeile inggaraan 

pe imeirintahan, dan Uipaya 

administratif dalam 

meindorong pe irtangguing 

jawaban huikuim 

administrasi. 

Pe ine ilitian ini 

meimanfaatkan 

stuidi awal 

re istateimeint 

se ibagai dasar 

pijakan uintuik 

meinge imbangkan 

pe imahaman 

dalam peineilitian 

lapangan, juiga 

meingguinakan 

meitode i 

wawancara.  

Pe irsamaan 

pe ineilitian 

se ibe iluimnya 

de ingan 

pe ineilitian ini 

adalah meine iliti 

asas-asas uimuim 

yang baik. 

Se idangkan 

pe irbeidaannya 

ada pada objeik 

pe ineilitiannya 

jika dalam 

pe ineilitian 

se ibe iluimnya 

meimbahas 

AUiPB dalam 

pe irkara Tata 

Uisaha Ne igara, 

maka dalam 

pe ineilitian ini 

meimbahas 

AAUiPB dalam 

pe ilaksanaan 

program PTSL. 

 

  

 
15 Herlambang P. Wiratman, dkk, Penelitian Sosio-Legal Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 

Baik (AUPB) dalam Perkara Tata Usaha Negara, Judicial Sector Support Program, (2022). 
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G. Metode Penelitian   

1. Je inis Pe ine ilitian  

Je inis pe ineilitian yang dilakuikan dalam skripsi ini adalah jeinis 

pe ineilitian yuiridis eimpiris. Dimana peineilitian teirhadap ideintifikasi huikuim 

(tidak teirtuilis) dan peine ilitian teirhadap peine irapan huikuim. Dalam peineilitian 

yuiridis eimpiris, data yang dipeiroleih le ibih dititik beiratkan keipada data 

primeir (yang langsuing dipe iroleih dari masyarakat).16 Ataui de ingan kata lain, 

suiatui peine ilitian dilakuikan uintuik me ine imuikan fakta dan data teintang 

pe ineirapan prinsip asas-asas uimuim peimeirintahan yang baik dalam program 

PTSL dari situiasi yang seiharuisnya ataui se inyatanya yang teirjadi di 

masyarakat, keimuidian  diideintifikasi masalahnya hingga meinuijui pada 

pe inyeile isaian masalah. 

2. Pe inde ikatan Peineilitian   

Pe inde ikatan yang diguinakan dalam peine ilitian ini yaitui  

a. Pe inde ikatan deiskriptif kuialitatif. Peinde ikatan deiskriptif kuialitatif 

meiruipakan peinde ikatan peine ilitian yang beirtuijuian uintuik meiluikiskan 

teintang suiatui hal deingan meinguimpuilkan data, klasifikasi, analisis, 

ke isimpuilan dan laporan.  

b. Pe inde ikatan peiruindang-u indangan (Statuiei Approach) yaitui peinde ikatan 

yang dilakuikan deingan meine ilaah uindang-uindang dan reiguilasi yang 

be irsangkuitan deingan isui huikuim te irkait pe ineirapan asas-asas uimuim 

pe imeirintahan yang baik dalam program PTSL.17  

  

 
16 Soejono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PRESS, Jakarta. 
17 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hlm 35. 
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3. Lokasi Peine ilitian  

Lokasi peineilitian ini beirada di wilayah Kabuipatein Pe ikalongan. 

Dipilihnya lokasi teirse ibuit kareina program PTSL meiruipakan program 

pe imeirintah di seiluiruih wilayah yang beirtuijuian uintuik meiningkatkan 

ke ise ijahteiraan seirta meinguirangi dan meince igah seingke ita konflik peirtanahan, 

uintuik itui dalam meingoptimalkan program teirseibuit haruis me ineirapkan asas-

asas uimuim peimeirintahan yang baik.  

4. Suimbe ir Data Peine ilitian 

Adapu in suimbe ir data dari peine ilitian ini teirdiri atas : 

a. Suimbe ir data primeir 

Su imbe ir data primeir adalah data yang dipeirole ih se icara langsuing 

de ingan wawancara dari objeik yang diteiliti. Dalam hal ini suimbeir data 

primeirnya yaitui data yang beirkaitan deingan peine irapan prinsip asas-asas 

uimuim peimeirintahan yang baik dalam peilaksanaan PTSL di Kabuipatein 

Pe ikalongan.   

b. Suimbe ir data seikuindeir 

Su imbe ir data seikuinde ir adalah data-data yang meinduikuing beiruipa 

buikui-buikui ataui suimbeir-suimbe ir lain yang reile ivan dari peineilitian ini 

diantaranya adalah   

1) Bahan huikuim primeir   

a) Uindang-Uindang Nomor 5 Tahuin 1960 teintang Pe iratuiran Dasar 

Pokok-pokok Agraria, 



 

19 

 

 

b) Pe iratuiran Me inteiri Agraria dan Tata Ruiang/Keipala Badan 

Pe irtanahan Nasional Nomor 6 Tahuin 2018 teintang Peindaftaran 

Tanah Sisteimatis Leingkap, 

c) Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah 

Republik Indonesia dan 

d) Pe iratuiran Buipati Peikalongan Nomor 10 Tahuin 2021 te intang 

Pe ituinjuik Te iknis Pe imbiayaan Peirsiapan Pe indaftaran Tanah 

Siste imatis Leingkap di Kabuipatein Pe ikalongan.   

2) Bahan huikuim se ikuinde ir beiruipa buikui, juirnal, artikeil yang beirhuibuingan 

de ingan asas-asas uimuim peimeirintahan yang baik. 

5. Teiknik Pe inguimpuilan Data  

Dalam peineilitian ini teirdapat 2 jeinis te iknik pe inguimpuilan data, yaitui: 

a. Inteirvie iw (wawancara) 

Wawancara diguinakan seibagai teiknik pe inguimpuilan data apabila 

pe ineiliti ingin meilakuikan stuidi peindahuiluian uintuik meine imuikan 

pe irmasalahan yang haruis diteiliti, dan juiga meinge itahuii hal-hal dari 

re isponde in yang leibih meindalam.18 Meitode i ini dilaksanakan deingan cara 

tanya jawab ataui wawancara keipada Panitia PTSL, BPN Kabuipatein 

Pe ikalongan, Masyarakat peimohon PTSL Di Kabuipatein Pe ikalongan.  

b. Dokuime intasi  

Dokuime intasi seibagai meitode i pe inguimpuilan data yang beirsuimbe ir 

dari data-data beiruipa dokuime in, data teirtuilis ataui dapat juiga beiruipa 

gambar ataui foto yang dipeirole ih dari hasil wawancara keipada pihak 

teirkait. 

 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RBD (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 

145. 
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6. Teiknik Analisis Data 

Teiknik analisis data dalam peineilitian ini dilakuikan deingan Meinyuisuin 

se icara sisteimatis data yang dipeiroleih dari hasil peine ilitian keimuidian 

dianalisis deingan meitode i analisis deiskriptif kuialitatif yaitui suiatui meitode i 

Dimana data dan informasi yang dipeirole ih dari hasil peine ilitian, dikaitkan 

de ingan masalah yang akan diteiliti dan dianalisis deingan cara 

meinghuibuingkan data deingan te iori-teiori mauipuin pe iratuiran peiruindang-

uindangan uintuik keimuidian hasil dari analisis disajikan seicara deiskriptif. 

Dari hasil teirse ibuit bisa ditarik keisimpuilan yang meinjawab peirmasalahan 

yang diangkat dalam peine ilitian ini. 

H. Sistematika Penulisan 

Se icara keise iluiruihan pe ineilitian ini teirdiri dari lima bab deingan siste imatika 

se ibagai beirikuit:  

BAB I : Pe indahuiluian, meilipuiti: Latar beilakang masalah, Ruimuisan masalah, 

Tuijuian pe ine ilitian, Keiguinaan pe ineilitian, Ke irangka teioritik, Peine ilitian teirdahuilui, 

Me itodei pe ine ilitian, Sisteimatika peine ilitian.  

BAB II : Landasan Te iori, teirdiri dari Asas-asas Uimuim Pe ime irintahan Yang 

Baik (AUiPB), Pe indaftaran Tanah Sisteimatis Leingkap (PTSL).  

BAB III : Hasil Pe ine ilitian, meilipuiti: Pe ineirapan prinsip asas-asas uimuim 

pe imeirintahan yang baik dalam peilaksanaan program PTSL.  

BAB IV : Peimbahasan Peineilitian, beirisi analisis hasil peineilitian meilipuiti 

pe ineirapan prinsip asas-asas uimuim peimeirintahan yang baik dalam peilaksanaan 

program PTSL dan Bagaimana keselarasan antara asas-asas uimuim peime irintahan 

yang baik dengan peilaksanaan program PTSL.  

BAB V : Pe inuituip, yang beirisi ke isimpuilan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Asas-asas Umum 

Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Pekalongan masih belum sepenuhnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pertama, asas kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi karena masih 

adanya ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam prosedur serta 

kurangnya pemahaman masyarakat dan perangkat desa mengenai 

regulasi PTSL.  

Kedua, asas tidak menyalahgunakan kewenangan juga belum optimal karena 

mekanisme pengawasan di tingkat desa masih lemah, sehingga 

berpotensi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.  

Ketiga, meskipun informasi PTSL telah disampaikan melalui media sosial dan 

forum desa, asas keterbukaan belum sepenuhnya tercapai karena 

penyampaian informasi masih terbatas dan tidak merata, sehingga 

masyarakat tidak selalu mendapatkan data yang benar dan jujur.  

Keempat, dalam asas pelayanan yang baik, meskipun telah ada upaya untuk 

memberikan layanan sesuai standar, namun implementasinya belum 

memenuhi unsur biaya transparan, dan kepuasan masyarakat. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, juga dapat disimpulkan bahwa 

keselarasan antara AUPB dan pelaksanaan PTSL di Kabupaten Pekalongan 

masih rendah. Hal ini tercermin dari berbagai kendala seperti sumber daya 
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manusia yang minim, geografis wilayah yang kompleks, serta rendahnya 

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak atas tanah. Selain itu, faktor 

internal seperti kurangnya koordinasi antar instansi dan lemahnya sistem 

pengawasan menjadi penghambat utama dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik. Kondisi demikian mencerminkan perlunya perbaikan 

menyeluruh pada aspek regulasi, kapasitas aparatur agar prinsip-prinsip AUPB 

benar-benar diimplementasikan secara konsisten dalam program PTSL. Upaya 

ini sangat penting guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, memberikan 

kepastian hukum, serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, 

akuntabel, dan responsif.  

B. SARAN 

Secara teoritis, perlu adanya pendalaman lebih lanjut mengenai penerapan 

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam berbagai program 

pemerintah, termasuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk kajian-kajian selanjutnya yang ingin 

mengkaji lebih dalam hubungan antara AUPB dan penyelenggaraan pelayanan 

publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan 

pendekatan interdisipliner, seperti ilmu administrasi negara, untuk melihat 

bagaimana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat diterapkan 

secara lebih luas agar tercipta kontribusi akademis yang signifikan dalam 

memperkuat kerangka hukum administrasi negara.  

Sementara itu, Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi 

bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dan pemerintah desa dalam 

meningkatkan kualitas pelaksanaan PTSL. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih 



 

82 

 

intensif, transparansi informasi yang lebih baik, serta peningkatan kapasitas 

aparatur dalam memahami prinsip AUPB. Selain itu, masyarakat juga perlu 

lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan program agar tidak terjadi 

penyalahgunaan wewenang atau pungutan liar. Melalui  upaya tersebut, 

diharapkan implementasi PTSL dapat lebih sesuai dengan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik, sehingga memberikan kepastian hukum dan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. 
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